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ABSTRAK 
Infeksi menular seksual (IMS) merupakan salah satu penyakit yang mudah ditularkan melalui 
hubungan seksual, dengan ciri khas adanya penyebab dan kelainan yang terjadi terutama di daerah 
genital. Wanita Penjaja Seks merupakan populasi kunci penyebaran IMS sehingga perlu diadakan 
program pencegahan IMS pada WPS. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai 
kemitraan dalam pelaksanaan program pencegahan IMS pada WPS di Kota Parepare, dengan 
mengeksplorasi prinsip-prinsip kemitraan yaitu keterbukaan, kesetaraan, dan saling menguntungkan. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan melalui teknik wawancara mendalam. Informan 
dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dari lima lembaga berbeda yang terlibat dalam upaya 
penanggulangan IMS di Kota Parepare, terdiri 1 orang pria dan 4 wanita,salah satu informan merupakan 
WPS yang adalah informan kunci dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan prinsip 
keterbukaan dalam pelaksanaan program yaitu adanya pelaporan yang terkoordinasi antar lembaga yang 
bermitra. Prinsip kesetaraan ditunjukkan dengan adanya kesejajaran dalam melaksanakan program dan 
kesamaan tujuan berdasarkan kebijakan yang dibentuk bersama. Prinsip saling menguntungkan 
ditunjukkan dengan setiap lembaga yang bermitra memperoleh manfaat. Penelitian ini menyimpulkan 
kemitraan dalam upaya pencegahan IMS di Kota Parepare berjalan baik ditunjukkan dengan prinsip 
keterbukaan, kesetaraan dan saling menguntungkan antar lembaga yang bermitra dalam pelaksanaan 
program pencegahan IMS. 
Kata kunci : Kemitraan, WPS, program pencegahan IMS 
 
ABSTRACT  
Sexually transmitted infection (STI) is a disease that is easily transmitted through sexual 
intercourse, with the characteristic of the existence of causes of disorders occur mainly in the genital 
area. Female Sex Hawkers are the key population spread of STI prevention programs need to be 
organised so that the IMS in the WPS. This research aims to obtain information about partnership in the 
implementation of STI prevention program on the WPS in the town of Parepare, by exploring the 
principles of partnership, transparency, equality, and mutual benefit. This research is qualitative 
research conducted through in-depth interview technique. Informants in this study were 5 people from 
five different institutions involved in efforts to combat STI in the town of parepare, consisting of 1 male 
and 4 female persons, one informant was a key informant is WPS in this research. The results showed the 
principle of transparency in the implementation of the program i.e. the existence of a coordinated 
reporting between agencies that have partnered. The principle of equality is demonstrated by the 
existence of Parallels in implementing programs and policies that are based on objective similarity 
formed together. The principle of mutual benefit are shown with each agency that partnered to benefit. 
This research concludes partnership in prevention efforts of IMS in parepare town goes well 
demonstrated with the principles of openness, equality and mutual benefit between the partner 
institutions in the implementation of STI prevention program. 
Keywords: Partnership, WPS, STI prevention program  
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PENDAHULUAN 
Laporan yang dikumpulkan oleh World Health Organizations(WHO), setiap tahun di 
seluruh negara terdapat sekitar 250 juta penderita baru yang meliputi penyakit gonore, sifilis, 
herpes genetalis, dan jumlah tersebut menurut hasil analisis WHO cenderung meningkat dari 
waktu ke waktu.1 Kasus penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) terus mengalami 
peningkatan, fenomena peningkatan dan penyebaran kasus IMS yang terjadi pada kelompok 
resiko tinggi demikian cepat, salah satu kelompok resiko tinggi yaitu Pekerja Seks Komersial 
(PSK). Masalah lain bahwa penyakit Infeksi Menular Seksual sangat berpotensi 
meningkatkan resiko penularan virus  HIV/AIDS melalui hubungan seksual, yang sekarang 
menjadi perhatian dan komitmen global dalam pencegahan dan penanganannya.2 Terdapat 
lebih dari 15 juta kasus IMS dilaporkan pertahun. Kelompok remaja dan dewasa muda (15-24 
tahun) adalah kelompok umur yang memiliki risiko paling tinggi untuk tertular IMS, 2 juta 
kasus baru tiap tahun adalah dari kelompok ini. Saat ini di dunia terjadi peningkatan jumlah 
penderita HIV/AIDS dari 36,6 juta pada tahun 2002 menjadi 39,4 juta orang pada tahun 2004 
sedangkan di Asia diperkirakan mencapai 8,2 juta orang dengan HIV dan AIDS.3 
Data dari survei tahun 2005 di Indonesia berdasarkan penelitian Adhitama, 
didapatkan bahwa di kalangan wanita pekerja seks (WPS) angka kesakitan (prevalensi) 
IMS/ISR ulseratif (sifilis 6 – 22%), non-ulseratif (gonore 12 – 44%), klamidiasis 35 – 56%. 
Pada tahun 2007, hasil Survei Terpadu Biologi Terpadu (STBP), didapatkan bahwa  
prevalensi IMS masih tinggi dan pemakaian kondom secara konsisten masih rendah. Gonore 
dan klamidiasis dikalangan pekerja seks wanita di enam kota berkisar antara  28,8% dan 
66,8%. Prevalensi sifilis pada pekerja seks wanita di tujuh kota berkisar antara 6,6% 
(Semarang) dan  25,7% (Jakarta). Skrining sifilis pada ibu hamil (bumil) di  Jawa Barat, 
Kalimantan Barat dan DKI Jakarta menemukan 2,5% sero-positif sifilis dengan 
menggunakan rapid tes treponema, prevalensi tertinggi ditemukan di Kalimantan Barat 
dengan 4,1% kasus. Penelitian Adhitama juga menunjukkan kasus IMS pada Pekerja Seks 
Komersial (PSK) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil estimasi tahun 
2006 menunjukkan bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK) sebesar 221.000 orang dan 
pelanggan 3.160.000 orang dengan prevalensi IMS sangat tinggi di wilayah Bandung diikuti 
kota Surabaya lalu Kota Jakarta dan Medan.4 
Prevalensi penyakit infeksi menular seksual di Sulawesi Selatan pada tahun 2010 
mencapai 1.453 orang, meskipun kemungkinan kasus yang sebenarnya dipopulasi masih 
banyak yang belum terdeteksi. Di Kota Parepare jumlah penderita penyakit IMS yang 
ditemukan pada tahun 2007 yaitu 121 jiwa dan mengalami peningkatan sebanyak 226 jiwa 
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pada 2008, untuk semua jenis kasus IMS dan semua jenis golongan umur.6 Laporan dari 
puskesmas pusat gugus Madising Na Mario Kota Parepare yang merupakan klinik infeksi 
menular seksual di Kota Parepare jumlah kasus IMS pada bulan Januari 2009 sampai dengan 
Desember 2009 mencapai 169 kasus dimana 35,5% dari jumlah tersebut  merupakan Pekerja 
Seks Komersial (PSK).5 Data IMS dari Dinas Kesehatan Kota Parepare pada tahun 2010, 
jumlah kasus infeksi menular seksual yang ditemukan yaitu 753 yang terdiri dari usia <15 
tahun sebanyak 3 orang (0,39%), usia 15-24 tahun sebanyak 260 orang (34,52% ), usia 25-49 
tahun sebanyak 500 orang (66,40 %) dan usia >50 tahun sebanyak 23 orang (3,05%). Jumlah 
WPS yang ditemukan menderita IMS yaitu 129 orang atau 17,13% dari keseluruhan kasus 
IMS yang ditemukan pada tahun 2010.6 
PSK lebih berisiko menimbulkan IMS karena mereka sering bertukar pasangan seks. 
Semakin banyak jumlah pasangan seksnya semakin besar kesempatan terinfeksi IMS dan 
menularkan ke orang lain. Peran serta masyarakat dalam mengontrol IMS sangat penting, 
selama kelompok ini belum terjangkau dengan pencegahan dan layanan pengobatan yang 
berkualitas baik, jangkauan yang efektif, pendidikan sebaya serta layanan klinik untuk 
pekerja seks telah dikembangkan dengan menggunakan klinik berjalan atau dengan 
menyediakan waktu khusus di klinik. Pelayanan seperti ini memberikan kontribusi untuk 
mengurangi prevalensi IMS di masyarakat.7 Adapun lokasi penelitian yaitu di Kota Parepare, 
dimana pemerintah Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi 
penyebaran IMS. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi prinsip prinsip kemitraan yaitu 
keterbukaan, kesetaraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan program pencegahan 
IMS pada WPS di Kota Parepare. 
 
BAHAN DAN METODE 
 Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview). Penelitian ini 
dilaksanakan di Kota Parepare, berpusat pada lembaga yang bermitra dalam upaya 
pencegahan dan penanggulangan IMS di Kota Parepare yaitu Dinas Kesehatan Kota 
Parepare, puskesmas Madising Na Mario, KPA Kota Parepare, dan YLP2EM. Informan 
kunci adalah WPS yang menerima manfaat langsung dari kemitraan tersebut.Informan dalam 
penelitian ini yaitu dari LSM yang melaksanakan program penanggulangan IMS pada WPS 
selaku petugas pendamping WPS cukup dekat dengan beberapa WPS dan memiliki beberapa 
koneksi untuk menjangkau WPS yang beresiko tertular IMS dalam melakukan pekerjaannya 
dan staf KPA Kota Parepare sebagai sumber yang dapat menunjukkan informan keterkaitan 
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dengan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, petugas kesehatan yang menangani 
masalah IMS serta wanita penjaja seks (WPS) yang terdapat di Kota Parepare, dan juga staf 
Dinas Kesehatan Kota Parepare, dengan kriteria yaitu bersedia menjadi informan dan WPS 
berada di lokasi saat penelitian dilaksanakan. 
 Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (Indepth Interview) sedangkan 
data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Parepare terkait jumlah kasus IMS yang 
ditemukan di Kota Parepare pada tahun 2007-2010 berdasarkan data dari klinik Infeksi 
Menular Seksual (IMS) puskesmas Madising Na Mario di kota parepare. Data yang diperoleh 
dari wawancara mendalam ini di analisis dengan menggunakan metode analisis isi (content 
analysis), Penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif beserta analisisnya 
dengan menggunakan fakta-fakta dilapangan. 
 
HASIL  
Program pencegahan IMS di Kota Parepare dan kemitraan yang terjalin antar lembaga 
dalam upaya pencegahan IMS di Kota Parepare diperoleh dari wawancara terhadap informan, 
ada beberapa program pencegahan IMS pada WPS yang hingga saat ini masih berjalan, 
seperti yang di  kemukakan oleh informan dari KPA. 
“Program untuk WPS outreach, outlet kondom, media KIE, klinik IMS VCT CST, 
PMTS”      (mus, 44thn, 3 juli 2012 ) 
Informan dari dinkes menyatakan program yang menyangkut tentang pencegahan dan 
penanggulangan IMS ada bermacam macam akan tetapi di dinkes berfokus kepada 
penyediaan layanan pencegahan  dan pengobatan IMS.  
“Ada banyak programnya antara lain layanan rutin IMS di puskesmas/klinik 
IMS, layanan skrining IMS, diagnosis secara sindrom/laboratorium sederhana, 
penyediaan obat IMS” 
        (hlp, 48thn, 6 juli 2012). 
Informan dari YLP2EM mengemukakan jawaban berbeda 
“..Kami khusus outreach (penjangkauan)..”   
(syn, 31thn, 5 juli 2012) 
Yn(26), informan yang merupakan WPS dan salah satu peer educator  juga ketua 
OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia)  
“Pendidik sebaya sama outlet kondom kalo saya.. “  
(yn, 26thn, 23 juli 2012) 
Sejak awal penyusunan program pencegahan IMS pada WPS di Kota Parepare para 
lembaga dilibatkan akan tetapi masing masing berfokus pada tugas pokok dan fungsi masing 
masing lembaga sebagai sesama program. 
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Keterbukaan dalam pelaksanaaan program pencegahan IMS di Kota Parepare di 
tunjukkan melalui mekanisme koordinasi antara sesama pihak dalam kemitraan berjalan 
dengan baik. Menurut informan dari KPA, pelaporan program diterima KPA dari pihak pihak 
yang terlibat, seperti dari puskesmas dan LP2EM, kemudian KPA daerah Kota Parepare 
meneruskan laporan kepada KPA pusat. 
“Pelaporan program diterima KPA dari  pihak pihak yang telibat, seperti dari Madising 
(puskesmas), dan dari LP2EM kemudian meneruskan ke KPA pusat 
(mus, 44thn, 3 juli 2012) 
 
“Dinkes Kota Parepare menerima pelaporan dari Madising, dan beberapa lembaga 
yg bekerjasama, kemudian melaporkan capaian program pada dinas kesehatan provinsi 
sulsel dan diteruskan ke dinkes pusat.” 
        (hlp, 48thn, 6 juli 2012) 
Laporan yang dimaksud dari wawancara diatas yaitu laporan kunjungan dan capaian 
bulanan dari program IMS yang dilaksanakan di PPG (Puskesmas Pembantu Gugus) 
Madising Na Mario yang merupakan klinik IMS. Beberapa program dari PPG Madising Na 
Mario yang khusus untuk IMS yaitu mobile kllinik IMS dan VCT, pengobatan persumtif dan 
berkala (PPB), serta merujuk klien ke RSUD Andi Makkasau Tipe B, jika hasil pemeriksaan 
klinik IMS di positif terkena IMS dan positif HIV, untuk mendapatkan pelayanan CST (care 
support dan treatment). 
Informan dari LP2EM mengungkapkan pelaporan secara berkala mereka lakukan 
setiap bulan, tiga bulan, dan laporan tahunan dari capaian dan perkembangan program pada 
KPA dan Dinkes. 
“Pelaporan program dilakukan setiap bulan, triwulan, dan tahunan ke dinkes dan KPA” 
        (syn,31thn, 5 juli 2012) 
OPSI selaku organisasi yang membawahi para WPS juga melaporkan dan menerima 
laporan perkembangan program dimana mereka terlibat di dalamnya. 
 
“Melaporkan perkembangan terkini dari program yang kami terlibat langsung di 
dalamnya seperti outlet kondom dan sebagainya. 
       (yn, 26thn, 23 juli 2012) 
Hasil wawancara kepada para informan diatas dalam pelaksanaan program 
pencegahan IMS di Kota Parepare, pihak pihak yang bermitra saling terbuka dalam hal 
pelaksanaan  program yang sudah di bentuk  bersama, masing masing lembaga saling 
memberikan laporan bulanan atau tahunan di rapat bulanan dan tahunan. 
Prinsip kesetaraan dalam pelaksanaan program pencegahan IMS di Kota Parepare 
ditunjukkan dengan keterlibatan setiap lembaga akan tetapi memiliki tugas masing masing 
yang  harus dipertanggungjawabkan. Informan selaku program officer KPA, dalam upaya 
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pencegahan dan penanggulangan IMS di Kota Parepare KPA akan berperan memimpin, 
mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan HIV dan AIDS di  
kabupaten/kota. 
 ”KPA berperan memimpin, mengelola,mengendalikan, 
memantau dan  mengevaluasi pelaksanaan program”  
(mslm, 44thn, 3 juli 2012) 
Sedangkan menurut informan dari dinkes karena sudah jelas tugas masing masing 
maka semua lembaga yang menjalin kemitraan harus terlibat dalam program. 
“Kan sudah jelas tugas masing masing jadi semua harus terlibat dalam program” 
       (hlp, 48thn, 6 juli 2012) 
Informan dari puskesmas menjelaskan bahwa keterlibatan mereka dalam program 
yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. 
”Terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.” 
       (yus, 37thn, 13 juli 2012) 
Informan dari LP2EM menyatakan bahwa mereka terlibat dalam pelaksanaan 
program untuk mencapai tujuan bersama yaitu penanggulangan penyebaran IMS di kota 
parepare.  
“Keterlibatan kami dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan bersama” 
       (syn, 31thn, 5 juli 2012) 
Prinsip kesetaraan juga terlihat dari adanya komitmen bersama dalam  upaya 
pencegahan IMS di Kota Parepare, seperti yang di ungkapkan oleh informan dari dinkes 
komitmen bersama kemitraan dalam pelaksanaan program pencegahan IMS pada WPS 
mengacu pada kebijakan nasional dalam pengendalian IMS khusus kemenkes yaitu 
pengembangan dan penguatan jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan 
wilayah yang banyak populasi berisiko tingginya. 
“Kebijakan penanggulangan IMS melalui kementrian kesehatan” 
(hlp, 48thn, 6 juli 2012) 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan dari puskesmas Madising Na Mario 
bahwa kebijakan dalam pelaksanaan program pencegahan IMS yang mereka ikuti 
berdasarkan kebijakan yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare dan di 
koordinasikan dengan dinas kesehatan pusat atau kementrian kesehatan. 
“Karena kami bernaung dibawah dinkes maka kebijakan yang ada berdasarkan 
kebijakan yang disusun dari dinkes parepare dan dinkes pusat” 
(yus, 37thn, 13 juli 2012) 
Menurut informan Mus (44) semua regulasi dan program yang telah berjalan sudah 
menjadi komitmen bersama antar semua sektor 
“Semua program yang ada itu adalah komitmen bersama” 
(Mus,44thn,3 juli 2012). 
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Wawancara di atas menandakan adanya kesetaraan antar mitra dalam pelaksanaan 
program pencegahan IMS dimana menurut informan semua lembaga berkomitmen untuk 
melaksanakan program sebaik baiknya untuk mencapai tujuan bersama dengan konsepsional 
kesetaraan bahwa yaitu kedua belah pihak yang bermitra mempunyai kedudukan yang sejajar 
dalam mencapai tujuan yang disepakati telah terlaksana dalam upaya pencegahan IMS di 
Kota Parepare. 
Prinsip saling menguntungkan dalam kemitraan pada pelaksanaan program 
pencegahan IMS di Kota Parepare yaitu dalam pelakanaan suatu program tentunya aspek 
pencapaian target menjadi tujuan dari pelaksanaan program tersebut bagi lembaga yang 
terlibat, dengan tercapainya target maka tingkat keberhasilan program yang dilkasanakan 
semakin tinggi. 
“Pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target” 
       (mus, 44thn, 3 juli 2012) 
 Informan dari KPA tersebut menyatakan hasil dari pelaksanaan program berjalan 
baik, hal ini tentunya tidak terlepas dari peran berbagai lembaga dan swasta yang 
bekerjasama dengan mereka. Dinas kesehatan dapat mencapai rencana kerja dinas kesehatan 
di bidang pencegahan dan penanggulangan IMS, dengan tercapainya target maka angka 
kunjungan ke layanan IMS semakin meningkat, hal ini tentunya berdampak pada 
menurunnya kasus IMS karena penanganan kasus kasus-kasus  IMS dapat ditangani secara 
baik lebih cepat dan efektif. 
  “Targetnya bisa tercapai karena angka kunjungan ke layanan IMS semakin 
meningkat dan penangan kasus bisa lebih cepat dan efektif” 
     (hlp, 48thn, 6 juli 2012) 
 Sejalan dengan yang di ungkapkan oleh informan dari puskesmas yang menyatakan 
bahwa dengan adanya program IMS ini maka angka kunjungan WPS ke klinik IMS Madising 
Na Mario semakin meningkat. 
“Angka kunjungan meningkat dari waktu ke waktu,” 
        (yus, 37thn, 13 juli 2012) 
 Semakin dikenalnya layanan kesehatan untuk IMS maka tentunya akan semakin 
mudah bagi pelaksana program untuk menjangkau WPS yang merupakan populasi kunci 
penyebaran IMS seperti yang diungkapkan oleh informan dari LP2EM. 
“Cakupan dan jangkauan layanan dapat diwujudkan, karena semakin bnyak wps yang 
mengetahui tentang bahaya IMS dan cara penanggulangannya”. 
            (syn, 31thn, 5 juli 2012)  
 Manfaat yang diperoleh dari kemitraan dalam proses pelaksanaan program IMS 
menurut informan yaitu cakupan dan jangkauan layanan dapat diwujudkan serta target 
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capaian dapat di capai karena di bantu oleh pihak pihak lain sehingga memudahkan dalam 
pelaksanaan program.  
 “kalau kita bekerjasama, misalnya dengan LP2EM maka target capaian bisa di capai 
karena dibantu dengan pihak pihak lain “ 
        (mus, 48thn, 3 juli 2012)  
Informan dari dinkes menyatakan dengan adanya kerjasama atau kemitraan yaitu 
kasus kasus IMS bisa ditangani dengan cepat dan baik karena layanan IMS semakin dikenal 
dan sistem berjalan dengan baik. 
“Dengan adanya kemitraan ini, kasus kasus IMS bisa ditangani dengan baik, dan 
system pelaporan kegiatan berjenjang dan berkala berjalan dengan baik”. 
   (hlp, 48thn, 6 juli 2012) 
Sejalan dengan yang dinyatakan oleh informan dari puskesmas, bahwa layanan IMS 
semakin dikenal oleh WPS dan masyarakat. 
“Layanan IMS semakin dikenal oleh WPS dan masyarakat” 
     (yus, 37thn, 13 juli 2012) 
 Manfaat bagi WPS sebagai populasi kunci dan juga penerima manfaat dari program 
seperti yang dikemukakan oleh informan dari OPSI yaitu adanya kemudahan mengakses 
layanan klinik IMS PPG Madising Na Mario Parepare, dan program penjangkauan yang 
dirasa oleh populasi kunci membantu dalam mengetahui tanda tanda dan gejala awal IMS.  
“Iya, akses kita ke layanan kesehatan semakin mudah “ 
       (yn, 26thn, 23 juli 2012) 
 
PEMBAHASAN 
 Program pencegahan IMS pada WPS yang hingga saat ini masih berjalan, seperti 
yang di  kemukakan oleh informan dari KPA bahwa program untuk pencegahan IMS 
termasuk HIV dan AIDS bervariasi akan tetapi program yang juga mencakup WPS yaitu 
dalam program  outreach (penjangkauan), outlet kondom, media KIE, klinik IMS VCT CST, 
dan PMTS (pencegahan Melalui transmisi seksual). Program yang disusun dan dilaksanakan 
dalam konteks pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, juga menjadikan isu IMS 
menjadi prioritas. Hal ini dapat dilihat pada area prioritas kebijakan Strategi nasional 
pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS,  dengan mengedepankan intervensi 
perubahan perilaku dalam pencegahan IMS dan HIV melalui hubungan seksual.8 
 Informan dari Dinas Kesehatan Kota Parepare menjelaskan bahwa sebagaimana 
dipahami bahwa dinas kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah 
Kota Parepare, sehingga tupokasi kelembagaan SKPDnya dalam upaya pencegahan dan 
penanggulangan IMS adalah sangat vital dan menentukan, dimana setelah di danai oleh 
global Fund maka program yang terlaksana oleh dinas kesehatan yaitu  seperti layanan rutin 
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IMS di puskesmas/klinik IMS (diagnosis penentuan risiko,pemberian kondom, KIE, 
tatalaksana kasus, rujukan ke klinik VCT, skrining sifilis bumil, PPKR), layanan skrining 
IMS berkala pada resiko tinggi, pelaksana PPT, diagnosis secara sindrom dana atau 
laboratorium sederhana, pengobatan berdasarkan pedoman penatalaksanaaan IMS kemenkes 
RI, dan penyediaan obat IMS. 
 Dalam pelaksanaan program pencegahan IMS pada WPS di Kota Parepare dinas 
kesehatan bekerjasama dengan  PPG Madising Na Mario, RSU A. Makkasau sebagai layanan 
rujukan IMS, KPA Kota Parepare, YLP2EM sebagai outreach (penjangkau), dan stekholder 
(pengusaha/manager THM, hotel, mucikari dll). YLP2EM (yayasan Lembaga Pengkajian 
Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat) Parepare sebagai salah NGO/LSM yang bergerak 
di dalam progran pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV dan AIDS pada WPS yang juga 
bermitra dengan KPA dan Dinas Kesehatan Kota Parepare serta PPG Madising Na Mario. 
YLP2EM mengkhususkan programnya pada penjangkauan dan bekerjasama dengan dinas 
kesehatan dan melibatkan komponen pemilik, mucikari yang ada di lokasi rawan IMS dan 
menyediakan outlet kondom yang penanggungjawabnya adalah pendidik sebaya (peer 
educator) dan mucikari yang ada disetiap lokasi. Pemerintah dalam hal ini departemen 
kesehatan memang merupakan sektor yang paling depan dalam bertanggung jawab (leading 
sector), namun dalam mengimplementasikan kebijakan dan program, intervensi harus 
bersama-sama dengan sektor lain, baik pemerintah maupun swasta. Dengan kata lain sektor 
kesehatan seyogyanya merupakan pemrakarsa dalam menjalin kerjasama atau kemitraan 
(partnership) dengan sektor-sektor terkait.9 
 Keterlibatan pihak-pihak di luar dinas kesehatan dan puskesmas dalam melakukan 
gerakan atau respon sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan IMS sehingga di 
dalam pelaksanaan program terjadi kemitraan produktif, saling menguntungkan dan desain 
programnya saling memperkuat, sehingga program dapat berjalan dengan baik dan dapat  
merespon masalah-masalah yang terjadi yang terkait dengan upaya pencegahan dan 
penanggulangan IMS pada WPS. Misalnya keterlibatan LP2EM dalam pelaksanaan program 
yang menyediakan petugas penjangkau yang terlatih dan  WPS selaku populasi kunci menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencegahan IMS dan HIV, karena populasi kunci 
di percayakan mengelola outlet kondom dan sekaligus ujung tombak sebagai pendidik sebaya 
bagi rekan-rekannya. Sebagaimana yang dikemukakan Warwick dikutip dari penelitian 
haryanto bahwa konsep network, partnership dan kolaborasi telah mengikis anggapan bahwa 
semakin banyak aktor yang terlibat merupakan faktor penghambat dalam sebuah 
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implementasi kebijakan dan pelaksanaan program, semakin banyak aktor semakin rumit 
komunikasi  dan semakin besar kemungkinan terjadi penundaan dalam proses implementasi.10 
 Prinsip keterbukaan dalam suatu kerjasama yaitu terciptanya transparansi  dimana 
kedua belah pihak saling terbuka sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya 
kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling 
membantu diantara anggota (mitra). Keterbukaan dalam pelaksanaan program pencegahan 
IMS di Kota Parepare ditunjukkan dengan pihak yang bermitra saling terbuka dalam hal 
mengimplementasikan  program yang sudah di bentuk bersama, masing masing lembaga 
saling memberikan laporan bulanan atau tahunan di rapat bulanan dan tahunan.  
 Laporan klinik IMS PPG Madising Na Mario dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota 
Parepare, dan ke KPA Kota Parepare. Untuk laporan ke tingkat provinsi dilaporkan oleh 
Dinas Kesehatan Kota Parepare ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini 
sejalan dengan yang dikemukakan oleh Notoatmojo, untuk menjalin dan mengetahui 
perkembangan kemitraan dalam melaksanakan program kesehatan bersama sehingga perlu 
dilakukan komunikasi antarmitra secara teratur dan terjadwal. Apabila terdapat masalah di 
lapangan secara langsung dapat dilakukan langkah-langkah penangan secara cepat dan tepat.9 
Dalam pelaksanaan program pencegahan IMS hal ini dilakukan dalam bentuk koordinasi 
yang teratur antar lembaga yang bermitra serta pelaporan yang berkala dan berjenjang antar 
mitra.
 
 Kesetaraan dalam kemitraan adalah adanya kesamaan dalam menjalankan suatu 
program untuk mencapai tujuan bersama. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam 
program dan kegiatan upaya pencegahan IMS pada WPS di Kota Parepare antara lain : Dinas 
Kesehatan Kota Parepare, Puskesmas Madising Na Mario, RSUD Andi Makkasau Tipe B, 
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Parepare, Donor internasional, Lembaga 
Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (LP2EM) Kota Parepare, kelembagaan 
terbentuk atas respon terhadap masalah IMS, HIV dan AIDS di Kota Parepare, Populasi 
kunci dan kelembagaannya. Hasil wawancara dengan informan hlp (48) yang menyatakan 
bahwa tugas masing masing lembaga sudah jelas sehingga semua harus terlibat dalam 
program maka konsepsional kesetaraan bahwa kedua belah pihak yang bermitra mempunyai 
kedudukan yang sejajar dalam mencapai tujuan yang disepakati telah terlaksana.
 
 
Nugroho menyatakan seperti dikutip dari penelitian Sumardjoko suatu kebijakan 
memiliki dua pilihan dalam mengimplementasikannya, yaitu langsung 
mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan 
turunan dari kebijakan tersebut, oleh karena itu implementasi kebijakan menurut nugroho 
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merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasikannya dalam 
bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.11 Di Kota Parepare secara 
khusus dan di Indonesia secara umum implementasi kebijakan tersebut dalam bentuk 
program-program pencegahan IMS yang dilakukan pemerintah dengan bekerjasama dengan 
berbagai elemen sehingga lebih memudahkan dalam proses pelaksanaan program dan 
mendapatkan hasil yang diinginkan.
 
 
Kesetaraan dalam suatu kemitraan juga ditandai dengan adanya kebijakan dan 
komitmen bersama, kebijakan dapat didefenisikan sebagai cara-cara masyarakat dan 
institusinya berurusan dengan isu apapun. Kebijakan bisa tertulis (misalnya UU) atau tak 
tertulis (contohnya etika, norma sosial) atau formal (seperti strategi AIDS nasional) atau 
informal (fakta bahwa beberapa tempat kerja tak mau mempekerjakan ODHA).12 Menurut 
informan dari dinas kesehatan, komitmen bersama kemitraan dalam pelaksanaan program 
pencegahan IMS pada WPS mengacu pada kebijakan nasional dalam pengendalian IMS 
khusus kemenkes yaitu pengembangan dan penguatan jejaring surveilans epidemiologi 
dengan fokus pemantauan wilayah yang banyak populasi berisiko tingginya. Pemantapan 
jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta 
untuk percepatan programpenyediaan layanan IMS komprehensif di wilayah dengan 
prevalensi IMS dan HIV tinggi pada populasi penjaja seks seperti WPS. Sejalan dengan yang 
diungkapkan oleh asikin dalam penelitiannya bahwa Impelementasi kebijakan tidak hanya 
melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun 
juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.13
 
 
Hasil penelitian di atas menandakan adanya kesetaraan antar mitra dalam pelaksanaan 
program pencegahan IMS dimana menurut informan Mus (44thn) semua lembaga 
berkomitmen untuk melaksanakan program sebaik baiknya untuk mencapai tujuan bersama. 
Sejalan dengan pernyataan Notoatmojo, salah satu tujuan kemitraan dalam program 
kesehatan yaitu meningkatkan apa yang menjadi komitmen bersama. Komitmen adalah suatu 
kesediaan dan pengorbanan (waktu, pikiran, tenaga dan sebagainya) masing-masing anggota 
kemitraan terhadap program atau upaya pemecahan masalah kesehatan yang telah disepakati 
bersama.9 
 Prinsip saling menguntungkan dalam kemitraan yaitu adanya manfaat yang diterima 
oleh setiap lembaga yang bermitra, berdasarkan hasil penelitian, seperti yang diungkapkan 
oleh informan dari dinkes yaitu tercapainya target yang diinginkan ditandai dengan angka 
kunjungan ke layanan kesehatan IMS yang semakin meningkat sehingga penanganan kasus 
bisa lebih cepat dan efektif. Hasil dari pelaksanaan program berjalan dengan baik dan target 
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capaian yang diharapkan oleh masing masing lembaga yang bermitra dan tentunya 
berdampak pada eksistensi layanan kesehahtan yang semakin dikenal oleh masyarakat 
umumnya dan populasi kunci atau WPS khususnya seperti yang dinyatakan oleh Notoatmojo, 
bahwa salah satu tujuan kemitraan dalam program kesehatan yaitu tercapainya upaya 
kesehatan yang efisien  dan efektif atau berdayaguna dan berhasil guna.9 
 Hasil wawancara menunjukkan manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat 
dalam kemitraan terhadap program pencegahan dan penanggulangan IMS yaitu program 
dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, program juga dapat memberikan manfaat 
baik kepada kelompok populasi kunci maupun komponen masyarakat umum lainnya, 
ketetapan waktu pelaksanaan program, pencapaian target masing-masing pihak, sinergitas 
kegiatan yang saling saling memperkuat, pelibatan dalam perencanaan, persiapan 
pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, koordinasi dan supervisi, 
capaian target, pemecahan masalah yang timbul, dukungan logistik, pelaporan berjenjang, 
pertemuan koordinasi, rujukan layanan, kesiapan layanan kesehatan, perilaku petugas 
payanan, konsistensi penjangkauan populasi kunci, kepastian akses dan logistik, indikator 
kegiatan, transparansi penggunaan anggaran dan sebagainya. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan program 
pencegahan IMS di Kota Parepare ditunjukkan dengan adanya pelaporan dan koordinasi 
mengenai program yang berjalan antar pihak yang bermitra sehingga tercipta transparansi 
dalam kemitraan. Prinsip kesetaraan ditunjukkan dengan adanya kesejajaran dalam 
pelaksanaan program masing-masing dengan kesamaan tujuan bersama dan komitmen 
bersama untuk melaksanakan program pencegahan IMS di Kota Parepare dengan sebaik 
baiknya berdasarkan kebijakan yang telah dibentuk sebagai pegangan untuk mencapai tujuan 
bersama. Prinsip saling menguntungkan ditunjukkan dengan adanya manfaat yang didapatkan 
dalam kemitraan baik untuk lembaga maupun individu dan masyarakat dalam pelaksanaan 
program pencegahan IMS di Kota Parepare. 
 Penelitian ini menyarankan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan IMS pada 
WPS di Kota Parepare, lebih ditentukan dengan kesadaran pelaksana program masing-masing 
pihak, maka ke depan diharapkan disusun sebuah naskah tertulis tentang komitmen para 
pihak dan disepakati secara bersama untuk menjadi acuan di dalam pelaksanaan kegiatan 
pencegahan dan penanggulangan IMS  ke depan di Kota Parepare. 
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